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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: REALISASI PERDA KOTA PEKANBARU NO: 11
TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. ”

Adapun penulisan skripsi berlatar belakang daakittrealisasinya Perda No.
11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan gd&gki Lima mengenai
pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima untuk memajuksaha dagangnya
sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Untukrikeman pengembangan usaha
dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Limalikdta berkewajiban
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuiluha

Dalam penulisan skripsi ini  penulis mengangkat bemte pokok
permasalahan, yakni Ketentuan Perda No. 11 Tah@i 26ntang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima , Realisasi Perda IMoTahun 2001 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Basapelan Pekanbaru dan
Tinjauan Figh Siyasah tentang realisasi Perda Mol'dhun 2001 tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapekambaru

Penelitian ini adalah penelitian lapangdi@ld research) yang berlokasi di
Pasar Senapelan Pekanbaru. Adapun metode pengungaitadalam penelitian ini
adalah melalui angket, wawancara dan observasgaetata primer yang dihimpun
dari pihak Pemerintah Kota dan Pejabat yang ter8ailangkan data sekunder adalah
data yang diperoleh dari angket yang disebarkamdepedagang Kaki Lima dan
dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dargkajenbuku-buku yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah thsebut diperoleh, lalu dianalisa
dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.

Melalui angket, wawancara dan observasi di lapang@mgan responden
diperoleh jawaban-jawaban bahwa prosedur-prosedg yerdapat di dalam Perda
No. 11 Tahun 2001 tersebut mengenai Pembinaan Beglafjaki Lima tidak

direalisasikan oleh pihak Pemerintah Kota. Setef@mgetahui permasalahan yang



ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Figisé®i dengan menampilkan
nash-nash al-Qur’an, hadits dan kaidah fighiyalmkintempertegas kesimpulan yang
ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbdggauan, maka penulis
memperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanaan Rerdda Tahun 2001 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yangmbétwealisasi oleh
Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai detiggauan Figh Siyasah
dikarenakan Pemimpin adalah orang yang bertanggawab sepenuhnya terhadap

kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, untuk melegaliteestieas mengesahkan
suatu perbuatan pemerintah dibutuhkan aturan yarsiféx tertulis. Hukum yang
tertulis merupakan hukum yang menjadi faktor utasnadalam menentukan
keabsahan dari tindakan yang dilakukan pemerinthlkum yang tertulis ini
dapat kita lihat di dalam Hirarki perundang-undanghaik itu dari undang-
undang sampai tingkat yang paling bawah yaitu BexatDaerah. Hal ini sesuai
dengan pasal 2 TAP MPR No. Il / MPR / 2000. Nanwnuk di daerah baik
Kabupaten maupun Kota dapat membuat aturan seyadig dianggap memang
dibutuhkan untuk mengatur daerah tersebut. Perayang buat oleh Eksekutif
daerah DPRD dapat berupa Peraturan Daerah yanguieia disingakat dengan
Perdd.

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu alaipsagatau pemerintah
untuk bertindak agar segala tindakannya mempumgsardhukum atau legalitas,

sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatak@ndsnmata hukum. Hal ini

! Indonesia Legal Center Publishingindang-undang Rl No. 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangdakarta : CV. Karya Gemilang, 2008), Cet. Ke-2, h.

93.



sesuai dengan prinsip Negara Indonesia adalah aléggdeum, sehingga tindakan
pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus bekdassada hukum.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintahabagalam hal ini
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihataterglanya Perda No. 11
Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagsaglima Kota
Pekanbaru. Pengertian Pedagang Kaki Lima menurgaR¢o. 11 Tahun 2001
pasal 1 huruf d adalah orang yang melakukan usagand dan atau jasa
ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha daganpun sejenisn§a

Selain itu Pedagang Kaki Lima dapat juga dikatak@nurut Tim Peneliti
dari Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan daMumhanafiansyah, yang
dimaksud Pedagang Kaki Lima adalah sebagai pedagang melakukan usaha
atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atatoar yang dahulu berukuran
lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan bigsamengambil tempat atau
lokasi di daerah-daerah keramaian umum sepertiegiamnl pertokoan, pasar,
sekolahan, gedung bioskop dan lain-ain

Dilakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki ldméota
Pekanbaru ini berawal dari misi Pemerintah KotaalRblru untuk menjadikan
kota yang tertib, bersih dan indah, baik dari nmasakenyamanan termasuk

Pedagang Kaki Lima tidak dibenarkan menggunakanarbgdlan sehingga

2 Pemko Pekanbar®erda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 20(Pekanbaru : Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 2001), h. 3.

% Hessel Nogi S. TangkilisarKebijakan dan Manajemen Otonomi Daergl¥ogyakarta:
Lukman Offset, th), h. 2003.



menyebabkan ketertiban dan keindahan kota mergaganggu. Namun dalam
praktekya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan é&anggaran terhadap Perda
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbar

Pelanggaran dan penyimpangan itu berbentuk penstagmat berjualan
sampai pada badan jalan, trotoar dan lain sebagasehingga mengganggu
ketertiban umum. Sementara menurut peraturan yarigko yakni pasal 3 ayat
(1) Perda ini menyebutkan: “setiap Pedagang KakiaLharus bertanggung jawab
terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keingakesehatan lingkungan dan
keamanan di sekitar tempat usdha”

Selain itu dalam Perda ini hanya mengatkan bagamara Penataan dan
Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun sgétadagang Kaki Lima
adalah bagian dari subjek hukum atau yang menjatarfftukum atau aturan.
Adapun menyangkut tindakan apa saja yang dilarapatddilihat dalam Perda
No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Untulkhl¢dlasnya tindakan yang
menyangkut Penataan dan Pembinaan Pedagang Kala kang dilarang
berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2002 pasal 6 hungiyatakan: “dilarang untuk
membiarkan semua jenis kendaraan / gerobak yarsgldeti jalan, jalur hijau,

taman atau tempat umum, kecuali pada tempat-teyapattelah ditentukan”

* Pemko Pekanbarop. cit.,h. 4.
® Pemko Pekanbar®erda Kota Pekanbaru No.5 Tahun 200Rekanbaru: Pemerintah kota
Pekanbaru, 2007), h. 4.



Jika seperti ini keadaan tempat berjualan Pedagialg Lima, maka
bukanlah ketertiban dan keindahan yang akan didapableh masyarakat
Pekanbaru, melainkan terganggunya kesehatan liggkynkebersihan dan
keindahan serta keamanan di sekitar tempat usatmbSdi samping hal itu
dilarang dalam Islam, ia juga bisa menghambat msia Pekanbaru untuk
menjadikan Kota yang tertib, bersih dan indah. Wnhenghindari pelanggaran
dan penyimpangan seperti yang diterangkan sebelimmaka diperlukan
pengawasan yang ketat . kalau perlu diberikan kiawldegas terhadap Pedagang
Kaki Lima yang tidak mematuhi aturan yang telaletdppkan oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru, yaitu Perda No. 11 Tahun 2001ngrfe@nataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima. Dengan harapan hal itu akaatdapwujudkan ketertiban
dan keindahan serta kesehatan lingkungan dan keandasekitar tempat usaha.

Pengaturan tempat usaha ini dapat dilihat padal @aszerda No. 11
Tahun 2001 yakni:

(1) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan olelalddpaerah.

(2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaidiareksud ayat (1)
pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekondwtertiban, keamanan,
kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kotai skssigan peraturan daerah

yang berlakfy

® Pemko Pekanbar@erda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001, op. fit3-4.



Pada pasal ini mengandung arti bahwa tempat usadegBng Kaki Lima
adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan damdapat izin dari Walikota
Pekanbaru yang Pedagang Kaki Lima itu sendiri tidsla menentukan sesuai
dengan kehendaknya sendiri. Apabila Pedagang Kiaka litu tidak menempati
sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, makagaad Kaki Lima itu dapat
dikatakan telah menyalahi aturan. Selain itu jugalad@ang Kaki Lima dapat
berjualan harus mendapat izin Tempat Usaha darikdtal Tanpa adanya izin
maka Pedagang Kaki Lima tersebut adalah illegal edak sah.

Berbicara tentang izin, maka ada dua pengertian yan dalam arti luas
dan izin dalam arti sempit. Izin dalam arti luasalal suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangak dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan yategtdkan oleh perundang-
undangan. Sedangkan izin dalam arti sempit adalatu sindakan yang dilarang,
terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar d&letentuan-ketentuan yang
bersangkutan dapat diperkenankan dengan telitirikére batas-batas tertentu
bagi setiap kasus. Jadi dari definisi di atas ddpa@takan bahwa sebenarnya hal
itu diperkenankan tapi demi menjaga ketertiban aelsal maka diperlukan izin
dan hal-hal yang memang diperlukan izin dalam suaisan tertentu menjadikan

suatu izin itu wajib dimiliki.

" N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten BergBengantar Hukum Perizinar{Surabaya: Yuridika,
1993), h. 3-4.



Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ranfzeraturan dan
realisasinya di lapangan tidak sesuai, karena apg telah di atur dalam Perda
tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima di P&ssmapelan Pekanbaru.

Dengan mematuhi Perda ini berarti Pedagang Kaki aLitelah
berpartisipasi dalam menyukseskan misi WalikotaaRb&ru untuk menjadikan
kota yang tertib, bersih dan indah. Baik dari $&giyamanan termasuk Pedagang
Kaki Lima tidak dibenarkan menggunakan badan jal@ningga menyebabkan
ketertiban dan keindahan kota terganggu.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah KdtanBaru atas nama
Walikota mengadakan Penataan dan Pembinaan Pedagdaglima yang
dianggap mengganggu ketertiban umum, katakanlabrbgdan, hingga sering
terjadi kemacetan lalu lintas, juga membuat kddartj kebersihan dan keindahan
kota terganggu. Bukankah dalam Islam diwajibkantaegnAllah dan Rasul-Nya
serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peratuyamg dibuat oleh Pemerintah
selagi tidak tidak melanggar perintah Allah dan dkd&yya haruslah kita patuhi
dan kita laksanakan, sebagaimana Firman Allah S¥aind surat an-Nisa’ ayat 59

yaitu:

HEE OB RS ol dgnabls dadiziad sl
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilaHahl dan Rasul-Nya dan Ulil
Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainamgsgat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alasprdan Rasul
(Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepadahAdan hari

kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimup debih baik
akibatnya®.

Rasulullah Saw menyebutkan dalam haditsnya yaitu:
ioxg J.,o\ oL Wf}i\ N ojfj g.,..‘>-\ L«,g :‘&Uzj\j c«.‘.«ﬂ ('.L.«,U TIU LSLO

Laslb Y} c«mj\ Pt

Artinya: “Terhadap seorang Muslim hendaknya ia nmndengarkan dan
mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidala.sklecuali
jika pimpinan itu memerintahkan sesuatru maksiatkanjika

maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlaemijarkan
dan tidak perlu ditaat?”

Selanjutnya dalam hadits yang lain juga menyebuykéto:
L) amly O o e oSl Tgkantinily Igably gas

Artinya: “Dengarkan dan taatilah olehmu meskipung/aanguasai kamu

adalah seoarang budak Habasyi (Etthopia) yang kentu

kepalanya seperti biji kurm&:

8 Departemen Agama R&l-Qur'an dan TerjemahannygBandung: CV. Diponegro, 2006),
h. 87.

® HR. Muslim dalam Husein Khalid Bahreisjjmpunan Hadits Shahih MusliniSurabaya:
Al-lkhlas, 1984), h. 248.

19 HR. Bukhari Dalam Rafi'udinHadits-hadits Pilihan(Jakarta: PT. Bina Utama, 2001), h.
43.



Permasalahan ini sangat menarik untuk ditelitiHdanjut, karena disalah
satu pihak yaitu Pemerintah dalam hal ini Waliko¢gaupaya untuk mewujudkan
misinya menjadikan Kota Pekanbaru yang tertib, ibedan indah. Sedangkan
dipihak lain yaitu para Pedagang Kaki Lima itu sendnereka juga berupaya
untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di pingglan. Dalam
melakukan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kakj panalis mengadakan
wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki Lirha Jaiman, beliau berkata:
“Kalau masalah penyuluhan dan pembinaan secaraighigak ada tetapi ketika
diadakan penertiban disitulah Pemerintah Kota meikdoe pengarahan kepada
Pedagang Kaki Lima*

Di sisi lain dalam Perda No. 11 Tahun 2001 yaitlamiapasal 7 ayat (1)
menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usaha pmeningkatan
kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Walikota berkbamj memberikan
pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”. DalardaP ini dijelaskan
tentang kewajiban Pemerintah terhadap Pedagang Kala. Pembinaan itu
berupa bimbingan dan penyuluhan.

Berdasarkan uaraian di atas maka penulis merasa petuk meneliti
lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut kerdalentuk karangan ilmiah
yang berjudul: Realisasi Perda Kota Pekanbaru No: 11 Tahun 2001 h&ang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima DitinjaiMenurut Perspektif

Figh Siyasah”.

1 Jarman (Pedagang Kaki Lim&yawancaral5 Agustus 2009.



B. Batasan Masalah
Untuk lebih terarahnya penelitian tentang RealiPasda Kota Pekanbaru
No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaagdtey Kaki Lima Pasar

Senapelan Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektti Biyasah.

C. Rumusan Masalah
Dari batasan masalah di atas, penulis merumuskaselaa sebagai

berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Perda Kota Pekanbaru No. 1iinT20B01 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

2. Bagaimana realisasi Perda Kota Pekanbaru No. 1unT&®01 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Basapelan Pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan Figh Siyasah terhadap realiBasila Kota Pekanbaru
No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaagydtey Kaki Lima di

Pasar Senapelan Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Ketentuan Perda Kota Pekanbarulldahun 2001

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
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b. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi Perda Rekanbaru No. 11
Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Ped&g&ndima di
Pasar Senapelan Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui tinjauan Figh Siyasah terhadapsesa Perda Kota
Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan darbirkRen

Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru.

2. kegunaan Penelitian
Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan beaguntuk:
a. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yangddpperguruan
tinggi, sekaligus mengaflikasikan dalan penelitian
b. Memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu pdngataumumnya
dan ilmu siyasah khususnya.
c. Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mendggat Sarjana

Hukum Islam.

E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini adalah di Pasar Selaape
2. Subyek dan Obyek Penelitian
a. Subyek Penelitian ini adalaRihak Pemerintah Kota Pekanbainas Pasar

Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Prajad|32)) Kota Pekanbaru
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b. Obyek Penelitian ini adalah Realisasi Perda No.Thhun 2001 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Barapelan Pekanbaru.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Pemaiitota Pekanbaru, Dinas
Pasar Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbararbd@tertiban dan
Keamanan yang berjumlah 30 orang dan PedagangLitaki berjumlah 250
orang. Adapun Sampel dalam penelitian ini adalamd?Patah Kota
Pekanbaru yaitu Kepala Biro Hukum 1(satu) orangpaf@ Dinas Pasar 1
(satu) orang dan Satpol PP 5 (lima) orang bagiaerklean dan Keamanan
dari jumlah yang ada, diambil dengan cara telmikposive samplingaitu
pengambilan sampel berdasarkan keperluan peneliadangkan sampel
dari Padagang Kaki Lima diambil sebanyak 20% pemlah populasi yang
ada yaitu 50 orang dengan tehgikiple random samplingtau pengambilan
sampel secara acak sederhana.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dari pihak PemerintahakBekanbaru, Dinas
Pasar Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Pratjeo{S°P).
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh Pedagang Kaki Lima danl&u-buku yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secarauagdgepada para
responden yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru dalaninh&8agian Biro
Hukum, Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan Satuan HRdisiong Praja
(Satpol PP) tentang masalah yang diteliti untuk dapatkan maklumat
yang lebih mendalam untuk digunakan di dalam peaeli

b. Angket, penulis membuat beberapa pertanyaan yarkpiten dengan
penulisan ini disertai dengan jawabannya dan mearkah angket
sebanyak 50 eksmplar kepada Pedagang Kaki Lima.

c. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatansuaggdi lokasi
penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan depgamasalahan yang
diteliti.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan inlaldeetode yang yang

bersifat deskriptif analitik, maka data yang digkara adalah analisa data

secara kuantitatif dengan persentase. Setelah tataimpul melalui

observasi, wawancara dan angket.

F. Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan penulisan ini dipahami, masanulis
memaparkan secara sistematis. Bab pertama penvdis dengan pendahuluan

yang meliputi latar belakang masalah, batasan efasaimusan masalah, tujuan
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dan kegunaan penelitian, metode penelitian yangindikan dan sistematika
penulisan.

Pada Bab kedua, penulis paparkan pula tentang gambaum Kantor
Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang terdiri dari Sejsiregkat pembentukan Dinas
Pasar Kota Pekanbaru, kedudukan serta tugas pa@kotudgsi Dinas Pasar Kota
Pekanbaru, struktur organisasi dan uraian tugaavgedKantor Dinas Pasar Kota
Pekanbaru serta keadaan pegawai Kantor Dinas RasaPekanbaru.

Seterusnya pada Bab ketiga, dilanjutkan pula dengabijakan
Pemerintah Kota dan kewajibannya menurut Figh &tyagang terdiri dari
pengertian Pemerintah, hak Pemerintah dan hubuPgarerintah dengan rakyat.

Untuk Bab keempat , dilanjutkan lagi dengan realisBerda Kota
Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dabirRein Pedagang Kaki
Lima Pasar Senapelan Pekanbaru yang meliputi; Keadahnum Pedagang Kaki
Lima Pasar Senapelan Pekanbaru, bagaimana keteRarda Kota Pekanbaru
No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinadagdtegy Kaki Lima,
realisasi Perda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 20@fartg Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan tinjauan fighssiyaterhadap realisasi
Perda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentangtd&enalan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima.

Pada bab terakhir yaitu bab kelima, penulis lengkdepgan kesimpulan
dan saran, yang terdiri dari kesimpulan dan saaaawshasil dari penelitian yang

telah penulis lakukan.



BAB 11
GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PASAR

KOTA PEKANBARU

A. Sgarah Singkat Pembentukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dinas Pasar Kota Pekanbaru mulanya merupakan bagian dari Dinas
Pendapatan Daerah, yang bertugas mencari dan menemukan sumber-sumber
pendapatan yang dapat menambah pendapatan daerah seperti pagjak, retribusi dan
pungutan resmi lainnya. Pasar dilihat sebagai salah satu aset informal dalam hal
peningkatan pendapatan daerah. Seiring pertumbuhan perekonomian, pemerintah
sadar akan peranan pasar, dibentuklah dinas-dinas yang diharapkan mampu
mengelola urusan pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Maka
bagian tadi dipisah dari Dinas Pendapatan Daerah dan dibentuklah Dinas Pasar
dengan tujuan agar pelaksanaan kerja lebih optimal di bidang pengelolaan pasar
dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru, sgjak dibentuk telah beberapa kali
mengalami perpindahan tempat, dikarenakan Pemerintah belum menyediakan
tempat permanen yang dikhususkan untuk Dinas Pasar. Pada saat penulis
melakukan penelitian ini, kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru berlokasi di jalan

Dagang No. 78 di kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
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B. Kedudukan Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru
a. Kedudukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru
Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah di daerah yang
menyel enggarakan unsur Pemerintahan dalam bidang pengelolaan pasar yang
menjadi urusan Rumah Tangga Daerah. Dinas Pasar dipimpin oleh Seorang
Kepala dinas yang berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah.

b. TugasPokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru
Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas selingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas

Pasar Kota Pekanbaru antara lain:

a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan, pemungutan,
pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah di bidang pengelolaan
pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar
dan sebagainya sepanjang ha itu menjadi hak dan wewenang daerah
maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan mencari cara-cara yang

lebih berdaya guna dan berhasil guna.
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c. Mengkoordinir seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam daerah
Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan yang baik dan telah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah maupun oleh instansi yang lebih tinggi.

Masih dalam Perda yang sama juga didapatkan Fungsi Dinas Pasar

Kota Pekanbaru antaralain:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pengel olaan pasar

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.!

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Struktur organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota
Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai
berikut:
a KepaaDinas
b. Wakil KepalaDinas

c. Bagian TataUsaha

! Data Dinas Pasar K ota Pekanbaru Tahun 2009.
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* Sub Bagian Umum / Perlengkapan

* Sub Bagian Keuangan

» Sub Bagian Kepegawaian

. Sub Dinas Program:

» Seks Pendataan

» Seksi Penyusunan Program

» Seksi Pengawasan dan Pengendalian

* Seks Evaluas

. Sub Dinas Perencanaan dan Pendlitian:

» Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar
» Seks Penelitian dan Pengenbangan Pasar
Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan Pasar:

» Seks Ketertiban

* Seksi Kebersihan

. Sub Dinas Retribus Pasar:

» Seks TataUsaha

» Seks Perhitungan dan Pendapatan Daerah
. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):

e Tugas Urusan Tata Usaha

e Tugas Juru Tagih

Kelompok Jabatan Fungsional
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b. Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru
b.1. Kepala Dinas Pasar

1. Melaksanakan Kebijaksanaan Kepala Daerah dalam bidang tugas
pengelolaan pasar.

2. Menyusun program kerja, rencana proyek, tata kerja, pembinaan dan
pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan serta petunujuk Kepala
Daerah.

3. Memimpin serta mengkoordinasikan staff dalam pelaksanaan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan unsur-unsur Dinas Daerah dan
instansi-instansi lainnya dalam mewujudkan program Dinas Pasar.

5. Mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Seks dan
Kepala UPTD Pasar da am bidang tugasnya.

6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pedagang serta
mengatur dan mengawasi para pedagang dalam hal penempatan toko
dan kios.

7. Mengatur cara pengumpulan, pengangkutan serta pembuangan sampah
secara tepat dan efektif serta menyediakan tempat-tempat
pembuangan sampah.

8. Mengatur serta mengkoordinir keamanan serat ketertiban pasar.

9. Bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari

sektor pasar.
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b.2. Bagian Tata Usaha

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program
kerjabagian tata usaha.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tata laksana administras umum/perlengkapan, inventarisas,
kepegawaian serta keungan.

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran
Dinas.

4. Mengkoordinasikan, menbina dan merumuskan rencana pelayanan dan
pengaturan pelaksana rapat Dinas dan upacara serta kprotokolan.

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan ketatausahaan Dinas.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan
kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan Dinas,
perlengkapan dan gedung kantor.

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Iaporan tahunan
Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usahaterdiri atas:

a.  Sub bagian umum / perlengkapan

b. Sub bagian keuangan

c. Sub bagian kepegawaian

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepaa Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
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b.3. Sub Dinas Program

1.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana
dan program dinas serta penyusunan rencana kerja tahunan.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program
perencanaan pengembangan obyek-obyek Retribusi Pengelolaan
Pasar.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan
penyusunan program teknis tahunan pengaturan dan penetapan tentang
pemasukan Pendapan Asli Daerah (PAD) dari bidang pengelolaan
pasar.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program
pengembangan, peremajaan dan pembangunan pasar.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan dan
pengendalian penerimaan retribusi pengel olaan pasar.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kegiatan
evaluas terhadap penerimaan retribus pengelolaan pasar dan
memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pasar.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan
hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
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9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
lain atas petunjuk pimpinan.
10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
sub dinas.
Sub Dinas Program terdiri atas:
a Seks Pendataan
b. Seks Penyusuna Program
c. Seks Pengawasan dan Pengendalian
d. Seks Evaluas dan Pelaporan
Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seks yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada K epala Sub Dinas Program.

b.4. Sub Dinas dan Penelitian

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana
dan penelitian dinas serta penyusunan rencana kerja tahunan.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penelitian.

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, mengumpulkan,
mensi stematisasikan serta menganalisa data-data setiap pasar.

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program

pengembangan, peremajaan dan pembangunan pasar.
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5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan
penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana
dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pasar.

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan,
hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan
petunjuk teknis pel aksanaan tugas kepada bawahan.

9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
lain atas petunjuk pimpinan.

10.Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
Sub Dinas.

Sub Dinas Perencanaan dan Penelitian terdiri dari:

a Seks Perencanaan

b. Seks Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administras

b.5. Sub Dinas K etertiban dan Kebersihan
1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan
ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta

penyel esaian masal ah ketertiban dan kebersihan.
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3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di  bidang
ketertiban,keamanan dan kebersihan pasar.

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan
petunjuk teknis pel aksanaan tugas kepada bawahan.

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
lain atas petunjuk pimpinan.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
Sub Dinas.

Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan terdiri atas:

a Seks Ketertiban

b. Seks Kebersihan

b.6. Sub Dinas Retribusi
1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian data-data
wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta |okasinya dengan
Sub Dinas terkait.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan
serta pengaturan pemungutan retribusi pengel olaan pasar.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
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4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan personil
dan penempatan petugas pemungutan retribus pengelolaan pasar
dengan Kepala Bagian Tata Usaha

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan Buku
Registrasi Data Pedagang Dan Buku Registrasi Pasar yang ada dalam
lingkungan pasar.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan, hasil-hasil
yang dicapai dalam pel aksanaan tugasnya.

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan
petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
lain atas petunjuk pimpinan.

9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas
Sub Dinas.

Sub Dinas terdiri dari:

a Seks TataUsaha

b. Seks Perhitungan dan Pendapatan Daerah

Tiap-tigp seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada K epala Sub Retribusi.
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b.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar
1. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan
retribus pasar yang berada di bawah wewenangnya, dengan
memberikan petunjuk-petunjuk teknis pemungutan secara tepat dan
efektif serta bimbingan-bimbingan kepada Juru Tagih, sehingga
sasaran yang diharapkan dapat tercapai.
2. Untuk perbaikan dan pengembangan pengelolaan pasar, Kepala UPTD
mengaj ukan usul, rencana maupun saran kepada K epala Dinas Pasar.
3. Membuat |aporan periodik tentang pemasukan keuangan daerah dari
sektor pasar yang dipimpinnya.
4. bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan keuangan daaerah
sektor pasar.
5. Bertanggung jawan atas keamanan, ketertiban / keindahan pasar yang
berada di bawah wewenangnya.
UPTD Pasar terdiri dari:
a. Tugas Urusan Tata Usaha
* Membantu Kepala UPTD Pasar di bidang tugasnya
* Mengelola administrasi kepengurusab UPTD Pasar bak yang
menyangkut administrasi pemasukan keuangan maupun administrasi

lainnya.
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b. TugasJuru Tagih:
* Menagih / memungut penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar
dan angkat sampah.
* Menyetorkan semua hasil tagihan / pungutan retribusi pasar dan
angkat sampah kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas
Pasar dalam waktu 2 x 24 jam dengan membuat surat bukti yang

diketahui oleh Kepala UPTD Pasar.?

D. Keadaan Pegawai Kantor Dinas Pasar Pekanbaru
a. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan formal yang diperoleh pegawai sangat menentukan kinerja
mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Secara umum keadaan pegawai
Kantor Dinas Pasar K ota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan formal, dapat

dilihat dalam tabel berikut.

% 1bid.
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Distribusi Pegawai Berdasar kan Tingkat Pendidikan Formal

No. Tingkat Pendidikan Formal Jumlah Pegawai Persentase

1 |SD - -

2 |SLTP 3 orang 6,1 %

3 | SLTA 19 orang 38,8 %

4 | DIPLOMA | - -

5 | DIPLOMAII - -

6 | DIPLOMA I 5 orang 10,2 %

7 | SARJANA SRATA 1 18 orang 36,7 %

8 | SARJANA SRATA 2 4 orang 8,2%

9 | SARJANA SRATA 3 - -
Total 49 orang 100 %

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal

pegawai kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru di mulai dari SLTP sampai dengan

Sarjana Strata 2 ( S2 ). Juga dapat dilihat bahwa pegawai yang bekerja di kantor

Dinas Pasar paling banyak mempunyai pendidikan forma tamatan SLTA

sebanyak 19 orang atau 38,8 % dari 49 jumlah pegawai seluruhnya.




b. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan K epangkatan

Tabel 11
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Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan K epangkatan

No Golongan Kepangkatan Jumlah Pegawai Persentase
1|1V 7 orang 14,2 %
2 |1 25 orang 51,1%
3 |1l 16 orang 32,6 %
4 |1 1 orang 21%

Tota 49 orang 100 %

Sunber : Sub Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2009

Berdasarkan tabel di

atas dapat dilihat bahwa keadaan pegawal

berdasarkan golongan kepangkatan terbanyak ada pada Golongan |1l yaitu

sebanyak 25 orang atau 51,1 % dari 49 orang jumlah pegawai seluruhnya.

c. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 111

Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Persentase
1 | Laki-laki 42 orang 85,7 %
2 | Perempuan 7 orang 14,3%

Tota 49 orang 100 %
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Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2009
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peghawai kantor Dinas Pasar Kota
Pekanbaru didominasi oleh laki-laki sebanyak 42 orang (85,7 %), sedangkan

pegawai perempuan hanya sebanyak 7 orang (14,3 %).

® Ibid.



BAB I11
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEWAJIBANNYA
MENURUT FIQH SIYASAH DAN PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN

MENURUT PERDA NO: 11 TAHUN 2001

A. Pengertian Pemerintah

Istlah Pemerintah dalanKamus Besar Bahasa Indonestiartikan
dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuaseagatur kehidupan
sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau lbalgéagiannya, 2) sekelompok
orang yang secara bersama-sama memikul tanggungb jaerbatas untuk
menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu’negara

Sedangkan menur#tamus Bahasa Indonesia Kontempadfeéemerintah”
diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dabeb&pa badan yang memiliki
kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsuhiglup suatu negara,
atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yamgtés untuk memikul
tanggung jawab yang dilakukan bersama-£ama

Secara definitif, “pemerintah” itu mempunyai anias dan arti sempit.
Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruhasrdgcekuasaan di dalam negara

yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkamaldm arti luas ini Pemerintah

! Departemen Pendidikan Nasionéamus Besar Bahasa Indonesfdakarta: Balai Pustaka,
2002), Ed. Ke-3, h. 673.

2 pPeter Salim. Yenny Salimkamus Bahasa Indonesia Kontemporédakarta: modern
Englihs Press, 2002), Ed. Ke-3, h. 1140.

30
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diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh baatdamblembaga-lembaga yang
diserahi wewenang untuk mencapai tujuan negaraanbahrti yang luas
pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapirdaéati yang sempit pemerintah
(yang disebut Bestuuj hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang
menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yarg dilakukan oleh kabinet dan
aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke dderah

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatian
menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemeriniih,ddbayangkan suatu
negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemieraritara lain: menegakkan
hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskamthegsn-kepentingan
masyarakat yang bertentangan agar dapat menjal&nkgsinya dengan baik dan
efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukdam negara, yakni
kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memgegaanopoli untuk
menjalankan paksaan fisik secara legal sehinggardkéadaan seperti ini timbul
anggapan bahwa pemerintah identik dengan negarantara pemikir politik
barat yang melihat adanya persamaan antara negagar pemerintah adalah
Roger Saltou, Leon Duguit dan Harold J. Laski. Narpada dasarnya ditinjau

dari segi praktisnya hakikat negara dan pemeripéabeda

¥ Moh. Mahfud. MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indones{¥pgyakarta: UUI
Press, 1993), h. 74.

* Inu Kencana SyafiieAl-Quran dan llmu Politik,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.
141-142.
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Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokmsof S.H.
mengatakan bahwa, negara dapat pula diartikan aebagtu organisasi manusia
atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bauwath pemerintahan yang
sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertimtaki kepentingan rakyat
untuk mencapai tujuan organisasi negara, antanakksejahteraan, pertahanan,
keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan daddeinUntuk dapat bertindak
dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan terspbuterintah mempunyai
wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepadaakiatekuasaan negara,
agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakamraebersamaan. Berkenaan
dengan pembagaian wewenang ini, maka terdapatlatu sembagian tugas
negara kepada alat-alat kekuasaan négara

Dalam bidang ilmiah dibedakan antara pengertian dfi@ah sebagai
organ (alat) negara dan pengertian Pemerintah aelbaggsi dari Pemerintah.
Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dhfi@an antara pemerintah
dalam arti luas dan pemerintah dalam arti semitnd?intah dalam arti sempit
dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, sebagaigeraterdapat di dalam
beberapa konstitusi republik Indonesia, yaitu:

1. Menurut UUD 1945, Pemerintah ialah presiden yangamtu oleh wakil

presiden dan metri-mentri;

®C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kanstiukum Tata Negara Republik Indonegidakarta:
Rineka Cipta, 1986), Edisi Revisi, h. 91.
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2. Menurut UUDS 1950, Pemerintah ialah presiden, wpkésiden bersama-
sama dengan menteri-menteri;

3. Menurut Konstitusi RIS, Pemerintah ialah presidean dmentri-mentri
bersama-sama.

Dalam arti luas ialah semua organ negara yang serfknpuga Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap mampesia bernegara
dalam sistem pemerintahan yang sah, oleh karenaraneity adalah suatu
organisasi kekuasaan daripada manusia (masyam&atinerupakan alat yang
akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama Titap-tiap negara
mempunyai tujuaf.

Tujuan suatu neagara bermacam-macam, antara lain:

1. Untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum;
3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam istilah Islam ada dua kata yang mempunyain@afang hampir
sama, yaitu kat&halifah danlmamah Khalifah adalah bentuk mashdar (verbal
noun) dari katd akhallafa Khilafah artinya menggantikan yang lain, adakalanya
karena absennya yang digantikan, mati atau karextmlakmampuan yang

digantikan dan sebagainya. Kataalaif merupakan bentuk plural ddthalifah.

® Ibid.
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Sedangkan kat&hulafa’ adalah bentuk plural dari kakdalif. Khalifah adalah
penguasa tertinggaé-Sulthan al-A’zai.

Dalam pandangan kaum muslimiKhalifah, begitu juga sinonimnya
Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dama d
menggantikan Nabi Saw. Senada dengan itu menunjglpsan dari al-Baidawi
Imamah adalah ungkapan tentang penggantian olalarge@tas Rasul dalam
menjalankarganun-ganun syaradan menjaga wilayah agama, dari sisi wajibnya
ia diikuti oleh seluruh umat.

Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dalam Ali Abdul aReq,
menjelaskan bahwakKhalifah’ adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan
syara’, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikamadyang kembali
kepada kepentingan akhiraKhalifah dengan demikian hakikatnya adalah
menggantikan pembuat syarahg@hib asy-syard’ dalam menjaga agama dan
politik dunie’.

Pemegang jabatan disebuKhalifah dan Imani. Penamaan Imam
dinisbatkan dengan Imam shalat, dari segi diikwh ddipatuhi. Sementara
penamaan Khalifah disebabkan karena ia mengganpikaisi Nabi di hadapan

umatnya, sehingga kemudian ia disebut Khalifah a@a Khalifah Rasul.

" Ali ‘Abdur Razig, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian Khalifatan
Pemerintahan Dalam IslanfYogyakarta: Jendela, 2002), Cet. I, h. 3.
8 .
Ibid., h. 4.
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Definisi yang hakiki tentangmamalh ialah “Pemerintahan Islam yang
mempunyai undang-undang atau pemerintahan yanghdesrg-undang dasar
Syari’at Islam” atau dengan perkataan lain “Pentehan yang undang-
undangnya atau induk undang-undang dasarnya i8kdri'at Islam yang
sekarang kita namakan dengalustur sedangkan undang-undangnya ialah
kumpulan hukum syara’ yang mengatur kehidupan urbatk hukum itu
berpautan dengammu’amalah amaliyah atau denganahwal syakhshiyygh
ataupun pertanggungjawaban pidana dan laifi-lain

Tujuan pokok dari undang-undang ini adalah mewwndkemashlahatan
manusia (masyarakat) dalam kehidupan dunia darraaklatau dengan ibarat
lain, untuk mewujudkan kemashlahatan jasmani dé&amo Dengan demikian,
pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang belssgaai dengan undang-
undang perorangan, yang penuh dengan kesewenaegasyan dan bukanlah
pemerintahan yang bekerja sesuai dengan undangwgiydag diatur oleh cerdik
cendikiawan menurut kemaslahatan keduniaan, yangemehi kepentingan-
kepentingan materil, yang hanya melihat kepadadkggain ini dan apa-apa yang
terjadi di dalamnya. Karena undang-undang hanyaadiluntuk kepentingan

mereka pribadi dan kelompok, dan tanpa mempertmekigpentingan umé4t

° Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiedstam dan Politik Bernegara(Semarang: P.T.
Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet. II, h. 57.
19 M. Dhiauddin RaisTeori Politik Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. lI0h. 3
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Inilah yang dinamakagawanin wadh’iyyalyaitu undang-undang buatan
manusia. Sedangkan pemerintahan yang dimaksudnidiiadah pemerintahan
yang undang-undangnya berasal dari al-Qur'an daBuahah serta adanya
ijtihad para ulama figh.

Di dalam undang-undang Islam berkumpul hikmah akelik akal
perorangan maupun akal bersama, petunjuk-petungriatkan dan maksud-
maksud ketuhanan. Inilah hakikat hukum atau underdng Islam. Dianya
bukanlah pendapat seorang manusia yang dipandanigputneberbagai
kepentingaft-

Dari penjelasan di atas, secara garis besar dapempdlkan bahwa
pemerintahan dalam Siyasah Islam dapat dibagi leenddua pengertian umum,
yaitu:

1. Imamah adalah kedudukan bagi pengganti Nabi Sawykumemelihara
agama dan mengatur dunia kemashlahatan hidup naafwmat) di dunia ini
yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, seperg gikatakan oleh Imam
Mawardi dalamAl-Ahkam al-Sulthaniyyahya'.

2. lbnu Khaldun mengatakan: Khilafah adalah suatuapgdung jawaban yang

dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakanskdshatan agama dan

1 Khalid Ibrahim Jindan,Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyahefitang
Pemerintahan Islam(Surabaya: Risalah Gusti, 1999), Cet. lll, h. 8.

12 Nur Mufid dan A. Nur Fuaddedah Al-Ahakmu al-Sulthaniyyah Al-Mawardi, Mencermati
Konsep Kelembagaan Politik Era ‘Abbasiyy&Burabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-41h
62.
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dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. ldasemua persoalan ke
dunian, menurut pandangan agama, bermuara kepamstkegan akhirat.

Pada hakikatnya, pemegang jabatan khilafah ad&bagsi pengganti Nabi
Saw, dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Tujuan lain dari pemerintahan adalah memperhatidan mengurus
persoalan-persoalan duniawi, misalnya: menghimpamaddari sumber-sumber
yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, memcdignbulnya
kezhaliman, meningkatkan ekonomi umat, menjaga keam ketentraman,
melindungi hak-hak umat, dan lain sebagainya.

Dengan kenyataan yang tidak diragukan lagi ina kihpat menegaskan,
bahwa Islam tidak hanya menginginkan kebaikan d#bakagiaan di dunia dan
di akhirat semata-semata untuk umatnya saja, tetaplk semua umat, bangsa
dan suku di dunia ini tanpa memandangi apakah raeitekbangsa maju atau
keterbelakang, kuat atau lemah, majikan atau buruslim atau non muslim.
Oleh karena itu, tujuan pemerintahan yang diridteln Islam adalah sangat luas,
tujuan yang banyak memiliki sasaran, sebagaimamafirAllah dalam al-Qur’an,

Surah al-Maidah ayat 67:
c:\.ﬂ/uﬂ) &.:Ij L:»..; :};-:j,o o? /j JJ L JOTLA Cl.) JO}JM j_.).
(Y sl G0 A5E0 oudr VAN O O G Sliaks B

Artinya: “Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkapadamu dari Tuhanmu,
dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahika) berarti kamu
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tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kandmari
(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak menjeunjuk
kepada orang-orang kafir.” (Q.S. al-Maidah:'87)

B. Hak Pemerintah

Apabila Pemerintah melaksanakan kewajiban-kewajipan maka ia
berhak untuk memiliki hak-haknya sebagai pemerintdiantara hak-hak
pemerintah tersebut adalah:

1. Hak Pemerintah pada keuangan kaum Muslimin, sedPamgerintah berhak
untuk mendapatkan hak, yaitu diberikan kekayaankaam Muslimin untuk
mencukupi kehidupan keluarganya. Hal ini dapathdiliketika Abu Bakar
menjadi khalifah, ia diberi gaji seharga setengaimloh, dan ia pun pernah
meminta kesediaan gaji ketika jatah dari baitul m@hk mencukupi dan
diberi sebanyak 500 dirham oleh kaum muslimin.

Abdul Qadir Audah, memandang bahwa khalifah apamianiliki harta
untuk memenuhi hajatnya dan keluarganya maka &k totrhak mengambil dari
kaum muslimin selain batas yang diambil oleh orargsa lainnya, bila tidak
memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan dirinyan keluarganya. Apabila ia
sebenarnya mempunyai harta kekayaan pokok, malkbea hak mengambil dari

harta kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan dairdan keluarganya

13 Departemen Agama Rop.cit.,h. 119.
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dengan ukuran rata-rata kebutuhan orang pada unayjrbokan yang paling kaya
dan bukan pula yang paling miskin

Dengan demikian yang menjadi hak pemerintah adakhdapatkan gaji
dari harta kaum muslimin karena ia sibuk dengarsampemerintahan dan tentu
gaji sesuai dengan kebutuhan diri dan keluargaelyagaimana mestinya.
2. Pembelaan

Umat islam berkewajiban untuk membela Pemerintah dacaman
pembangkang dan pemberontakan baik dari individaupatn kelompok
masyarakat tanpa alasan yang syar'i. Allah berfirai@am surah al-Maidah ayat

33 yaitu:
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Artinya: “sesungguhnya balasan bagi orang-orang yaemerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hahyal
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakreka
dengan cara menyilang, atau diasingkan dari tekgzhamannya.

14 Abdul Qadir Abu Farizan-Nizam as-Siyasi Fii Islam, terjemah Musthalahufite MA,
(Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 136.
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Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, diaakhirat
mereka mendapat azab yang pedih”. (Q. S. al-Maig@H?

Ibnu Taymiyah mengatakan: “bagian ke-3 adalah kiaaj kaum
muslimin apabila penguasa meminta patuh para pemtadr dan penyamun
tetapi tidak mereka turuti, sedangkan apabila pasguatau wakilnya meminta
mereka agar menegakkan aturan hukum pidana addink@zalalu mereka
menolak, maka wajib bagi kaum muslimin memerangireke menurut
kesepakatan para ulama hingga mereka semua dilaezsai penuff.

3. Nasehat
Hak Pemerintah atas umat adalah memberi nasehatd&epa mengajak
kepada hal-hal yang ma’ruf dan melarang hal-halgyanunkar, jika umat
menegakkan kewajiban ini maka mereka akan menjamdt uerbaik. Allah

berfirman dalam surah al-Imran ayat 110 yaitu:

o, ° ) }2/ ] o _ °/: w&t o~ o 20
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Artinya: “Kamu adala sebaik-baik ummat, yang ditkhnh bagi manusia
menyuruh yang ma’ruf dan mencagah dari yang mungéan

15 Departemen Agama Rbp.cit.,h. 113.
16 Abdul Qadir Abu Farizop.cit.,h. 152.
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beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab berim@mtulah itu
lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yamignae, namun
keb;il?yakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QliSImran :
110)".

C. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat
Adapun negara mempunyai tiga unsur konstitutif yasekaligus
merupakan syarat berdirinya serta sebuah unsuramkl Unsur-unsur
konstitutifnya adalah adanya rakyat (masyarakaigntya daerah (wilayah), dan
adanya sistem pemerintahan yang berdaulat., sealangksur deklarasinya
adalah pengakuan dari negara&in
1. Rakyat
Suatu negara tidak bisa ada tanpa adanya rakyaurUakyat ini sangat
penting karena sebenarnya rakyatlah yang secamgsuag dan konkret
berkepentingan agar negara itu berjaan dengan bedifu juga manusia-
manusia jualah yang berperan menentukan dalam anegmbagai suatu
organisasi pemerintahan.

2. Wilayah

" Departemen Pendidikaap.cit.,h. 64.
18.C.S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansip.cit.,h. 73-75.
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Wilayah juga merupakan unsur konstitutif suatu nggsebab tidak meunkin
negara ada tanpa batas-bats teritorial yang jdldgah suatu negara biasanya
mencakup daratan, perairan, dan udara di atasadagtah perairan itu.

3. Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yangugasrt memimpin
organisasi negara untk mencapai tujuan negara. €dblab itu pemrintah
sering kali menjadi personifikasi negara.

Dalam pelaksanaan tugas dari negara tersebut mempungas tdan
tanggung jawab dalam memelihara rakyatnya (masgfrakilayahnya, dan
pemerintahannya. Yang kesemua itu bertujuan padgps&ok kehidupan negara
yaitu menjamin, menjaga keamanan, ketertiban, &bt®jaan masyarakat.

Dalam figh siyasah, juga diatur tentang tugas dawemang dari sebuah
pemerintahan, yang tujuannya tak lain adalah menjeghidupan masyarakat
baik yang menyangkut keamanan, ketertiban, kesedm, keadilan, persamaan,
kebebasan maupun yang menyangkut masalah masysgeaigabertujuan untuk
memperoleh jaminan kebahagiaan hidup di akhirahkkeAdapun tugas dan
wewenang dari pemerintahan menurut Islam adaladgseberikut:

a. Tugas pemerintahan

Bila seorang Imam telah purnah dipilih, maka segaleusan
(pemerintahan) wajib diserahkan kepadanya tanpat déipalang-halangi, kecuali
memberikan nasehat kepadanya, bila dipandang dadumembantunya bila ia

meminta. Hal ini dimaksudkan agar dia dapat meniala dengan sepenuhnya
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segala kepentingan yang telah dibebankan kepadamgmangani segala
permasalahan umat dan segala kewajiban yang nmésjadung jawabnya.

Ulama figh siyasah telah banyak membicarakan segarés besar
kewajiban-kewajiban ini. Misalnya Imam Mawartli yang secara terperinci
menjelaskan hal ini disertai dengan uraian tentajuan-tujuan yang diharapkan
dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

Sebagaimana hadits Rasulullah Saw yaitu:
ey 5 Jgmn oSG 6 (SIS B T Al o () oo s ) o
oy s Jol o gl oy ansly oo g sy gl AU e iV
gl ally s W g oy Ledn o o sl SNy i Jgens
) 8 g oSISH ) WSISE VT a0 J5es 589 0l JUe e
Artinya: “Maka berkat rahmat Allah kamu berlaku membut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan bertestark tentulah

mereka menjauhakan dari sekitarmu. Karena itu naa#édk mereka dan

19 Al-Mawardi adalah seorang fugaha bermazhab Sydiia diangkat‘'sebagai hakim dari
para hakim” (qadhial-qudah) tahun 1037 oleh khalifah Abbadiyyal-Qaim dan disukai baik oleh
dinasti Abbasiyyah maupun dinasti Buhainah. la add@hormati dikangan sulthan-sulthan Buwaihid,
yang mempercayakan kepadanya untuk melakukan pegardperundingan dengan lawan-lawan
mereka. Kitasb al-ahkam al-Sulthaniyyah merupakajiefi dalam rangka mengukujkan kekuasaan
dinasti Abbasiyyah melawan sulthan-sulthan Buwaifidrnyata seorang bermazhab Hanbali, Abu
Ya'la lbn Farra’, juga menulis kitab dengan judaing sama, yang hidup kira-kira pada masa yang
sama dengan al-Mawardi (meninggal tahun 1058).tlihaDin Syamsuddin]slam dan Politik Era
Orde Baru,(Jakarta: Logos Wacana limu, 2001), h. 9495.
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mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyalahratengan

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkiain tembulatkan

tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesunggultigh mencintai
orang yang bertawakkaf®.

Al-Mawardi memberikan penjelasan secara umum aaas-tugas dari
pemerintahan, yaifa:

Pertama, menjaga prinsip-prinsip yang sudah tetap dan tet&mjadi
konsensus umat terdahulu (salaf). Meluruskan jié&gadi berbagai macam
penyelewengan di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, menerapkan hukum di antara orang-orang yang bgetndan
menengahi pihak-pihak yang bertentangan sehingadilke bisa ditegakkan.

Ketiga, menjaga kewibawaan pemerintahannya sehingga dagragatur
umat, membuat suasana yang aman, dan tertib sertmmmn keselamatan jiwa
dan harta benda (HANKAMNAS).

Keempat, menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukumrmuku
Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjagehddakimat dari tindakan
perusakan dan destruktif.

Kelima, mencegah terjadinya kerusuhan di tengah masyads@jan

kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusultagresi) terhadap

20 Jmam al-Hafidh Abi Husain Muslim Bin al-Hajaj alt®@yairi an-NasaburShahih Muslim,
(Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), T63.

2 Jmam Al-Mawardi, Al-ankam  As-sulthaniyah Wal Wlayatud Diniyyéherijemahan;
Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takartam)s (Jakarta: Gema Insani Press, h. 37-
38.
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kehormatan atau menumpahkan darah seorang musdim nain-muslim yang
tidak tunduk pada ketentuan Isf&m

Keenam, Jihad melawan musuh Islam.

Ketujuh, Menjaga harta hasil rampasan perang dan shadamlais
dengan ketentuan syaria’at.

Kedelapan, Menentukan gaji dan besarnya hadiah kepada rakyat d
pihak yang mempunyai bagian dal&aitul Mal.

Kesembilan, Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan
mengangkat orang-orang yang berkompeten dalam nmémbaugas dari
pemerintahan.

Kesepuluh, Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangata se
segala problemanya agar dapat melakukan penangarat(masyarakat) dengan
baik dan memelihara agafia
b. Wewenang Pemerintahan

Imam atau khalifah selaku kepala Pemerintah dalanjatankan tugas-
tugas dari pemerintahan, maka ia mempunyai bebeve@aenang dalam
menjaga kemaslahatan hidup pemerintahannya, yaagmdiksudkan adalah

mengatur serapi mungkin aparatur pemerintahanngandaelayani, melindungi,

% Muhammad Abdul Kadir Abu Faripp.cit.,h. 136.

%M. Yusuf MusaPolitk dan Negara Dalam Islang)akarta: Al-Ikhlas, 1990), h. 146-147.
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menjaga rasa keamanan rakyatnya. Wewenang terssmatra garis besar dapat
di bagi dua yaitu:

Pertama, Membentuk Lembaga Administrasi Pemerintahan (Difjan

Birokrasi pemerintahan (diwan) dibentuk memelihdral-hal yang
berkaitan dengan hak-hak kesultanan menyangkutrjpake harta kekayaan,
tentara dan pekerja yang mengerjakan tugas-tugas it

Dalam penjelasan tentadgvan ini Al-Mawardi”> membaginya ke dalam
empat macam,
1). Diwan rekruitmen dan pengajian tentara, diwan ini beugaenyeleksi
persyaratan menjadi pegawai dalam dinas ketentafam pemberian gajinya
berdasarkan kepada kecakapan profesional tentarnarédstasi mereka.
2). Diwan rincian dan wewenang pegawai negara, wang daridiwan ini
menyangkut enam aspek, ya#u pembatasan tugas berdasrkan kelebihan dan
kemampuan serta profesi para pegawai nedaranenyebut kondisi negara,

apakah dibuka dengan damai atau dengan paksaketentuan penarikan pajak

% penamaannya sebagai diwan ini dikarenakan olehhdlial) pada suatu hari, Kisra
membuka kembali catatan kerajaannya. Pada waktiaitmendapatkan para pegawainya melakukan
dengan cara sendiri pengadministrasiannya, sehdigderkata,"Diwanuh”, artinya ‘orang-orang
gila’. Dengan itu, sistem pencatatan yang ia gunaterhadap para pegawainya itu kemudian
dinamakan dengan diwan. Dan tatkala kata itu badygknakan, huruf ‘h’ kemudian dibuang dalam
pengucapan sehari-hari, untuk memudahkan melafakkéam itu. 2). Dalam bahasa Persia kata
“diwan” merupakan nama “setan”. Karena itu, catatagara kemudian dinamakan dengan kata itu,
karena kepandaian dan kemampuannya mengetahuahgihg nyata dan yang tidak tampak serta
dapat menyatukan hal-hal yang jauh dan terpisahpicemudian tempat duduk mereka dinamakan
dengan nama itu pula, “diwan”. Orang yang pertamagymenggunakan sistem diwan dalam Islam
adalah Umar Ibn Khattab r.a. Lihat Imam Al-Mawardil-Ahkam SulthaniyahWal Wilayatud
Diniyyah,terjemahantHukumTata Negara dan kepemimpian Dalam Takaran Islangibph. 380.

% Nur Mufid, A. Nur FuadBedah; Al-ahkamus Sulthaniyah Al-Maward, cit.,h. 125.
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dan sistem pembagian hasil tanamandyajendata kaum minoritas non-muslim
(al- Zzhimmah) dane. mendata jenis-jenis tambang yang ada di negarg yan
banyak tambangnya.
D. Pembinaan Dan Pengawasan Menurut Perda No: 11 Tahun 2001
Adapun Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru merRasal 6 Perda No.
11 Tahun 2001 dalam hal penataan dan pembinaamg&egl&aki Lima adalah
sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi
ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adlan menempati
tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki idiberikan
peringatan satu kali”.

Ayat (2) menyatakan “Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak melaksamalexingatan dalam
waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota bérhmelakukan
penyitaan terhadap barang dagangan dan alat ygungakan”.

Ayat (3) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang melakukan yzean
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (@uPen Daerah ini,
diberikan Surat Peringatan pertama sampai ketigh &Valikota atau
pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara daggemg waktunya diatur
oleh Kepala Daerah”.

Ayat (4) menyatakan “Apabila dalam waktu 6 (enam) hari Sura
Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat () pas belum juga
dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaaiatiap barang
dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabhiurtan

Ayat (5) menyatakan “Dalam hal barang satuan karena sifateyat
berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggkutigan atau
kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memkesmnya”.

Apabila bicara tentang kebijakan, maka hal ini jugdak terlepas dari
kewajiban yang hendaknya seiring dipenuhi dengaksuoth supaya di dalam
melaksanakan kebijakan tidak mengalami kesenjangamg mungkin

mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Selainj&edin atau kewenangan
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yang dimiliki Walikota dalam hal ini adalah penatadan pembinaan terhadap
Pedagang Kaki Lima, maka Walikota harus memenuliakban-kewajiban yang
telah ditentukan. Adapun kewajiban-kewajiban Wabkmenurut Pasal 7 Perda
No. 11 Tahun 2001 adalah kewajiban pembinaan yagmbina para Pedagang
Kaki Lima supaya maju dan sejahtera. Adapun Pa®arda No. 11 Tahun 2001
adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usaha d

peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, \Wfalikerkewajiban

memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuiluha

Ayat (2) menyatakan “Tatacara pembinaan sebagaimana dichadesia

ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oletpkka Daerah”.
Pasal 7 Perda No. 11 Tahun 2001 di atas menunjut&hwa kewajiban
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal imd3 Pasar dan SatPol PP
Kota Pekanbaru adalah membina Pedagang Kaki Limgasecara melakukan
bimbingan dan penyuluhan supaya mereka dapat raajsejahtera.
Kemudian mengenai izin tempat usaha untuk Pedal§akigLima semua
telah diatur di dalam Perda No: 11 Tahun 2001 pyait
(1) Dalam menjalankan Usaha di tempat usaha sebagaidiar@ksud Pasal 2
ayat (1) Perda ini, harus mendapatkan izin Penmggguitempay Usaha dari
Kepala Daerah;

(2) 1zin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dajuldengan cara
mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yaag tipenuhi;

(3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pembiziia sebagaimana

dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerimiabrah;
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(4) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalidak tboleh dipindah
tangankan dengan cara apapun kepada siapapun;
(5) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasahpatdlicabut apabila:
a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tyercantlamdSurat Izin;
b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetajglkedbagai Temapat
Usaha Pedagang Kaki Lima;
c. Pemegang lzin melanggar ketentuan Peraturan Pergnaelangan yang
berlaku;
(6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pgdt (5) Pasal ini tidakl
diberikan ganti rugi.
Selanjutnya mengenai Pengawasan untuk Pedagang Kaka oleh
Pemerintah Kota telah diatur di dalam Perda Nordliun 2001 di pasal 8 yaitu:
“Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakuklan oleh kigtdi atau Pejabat

yang ditunjuk”.



BAB IV
REALISASI PERDA NO. 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SENAPELAN

. Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Pekanbarl omnjadikan kota
yang teratur, tertib dan indah dari segala gangdweaitbutan, ketidaknyamanan
baik dari pihak Pedagang Kaki Lima, maka Pemerii€ata Pekanbaru telah
membuat suatu aturan yang disebut Peraturan Daénakus di Kota Pekanbaru,
Peraturan Daerah yang menyangkut hal untuk menata rdembina para
Pedagang Kaki Lima supaya teratur dan tertib ad@trda No. 11 Tahun 2001
tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru merasal 6 Perda No.
11 Tahun 2001 dalam hal penataan dan pembinaamg&degi&aki Lima adalah
sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi

ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini alan menempati

tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki idiberikan

peringatan satu kali”.

Ayat (2) menyatakan “Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak melaksamgexingatan dalam

waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota bérhaelakukan

penyitaan terhadap barang dagangan dan alat ygngakan”.

Ayat (3) menyatakan “Pedagang Kaki Lima yang melakukan yzean

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (@uPen Daerah ini,
diberikan Surat Peringatan pertama sampai ketigh ®Valikota atau
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pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara daggamg waktunya diatur
oleh Kepala Daerah”.
Ayat (4) menyatakan “Apabila dalam waktu 6 (enam) hari Sura
Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) pas belum juga
dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaaiatap barang
dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabhiurtan
Ayat (5) menyatakan “Dalam hal barang satuan karena sifateyat
berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggkutigan atau
kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memkesnnya™
Dari Pasal 6 Di atas dinyatakan bahwa kebijakan éf@mah Kota
Pekanbaru dalam hal ini Walikota, mencakup:
1. Memberikan peringatan terhadap Pedagang Kaki Linangy tidak
mendapatkan izin tempat usaha untuk berjualan.
2. Berhak melakukan penyitaan apabila Pedagang KaknalLiitu tidak
mengindahkan peringatan yang diberikan petugas.
3. Memberikan surat peringatan satu kali sampai detigarkali.
4. Melakukan penyitaan barang dagangan.
5. Berhak menghancurkan atau memusnahkan barang-baeagangan yang
akan mudah busuk dan rusak.
Dari kebijakan Pemerintah Kota di atas, untuk manjannya haruslah
melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkatathm Perda itu sendiri seperti
memberikan peringatan-peringatan terlebih dahwuadPasal 6 ayat (3) di atas.

Adapun peringatan tersebut diberikan oleh petugasemiban untuk di

lingkungan pasar yaitu Kepala Sub Dinas Kebersiteam Ketertiban (Kasubdis

! pemko Pekanbar@erda No. 11 Tahun 2001, ibidh, 5-6.
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K2) sedangkan di lingkungan secara umum diberikégh dKepala Seksi
Pembinaan Operasional (Kasekpemop) dan kedua sistarsebut atas nama
Walikota.

Apabila bicara tentang kebijakan, maka hal ini jugkk terlepas dari
kewajiban yang hendaknya seiring dipenuhi dengaksuoth supaya di dalam
melaksanakan kebijakan tidak mengalami kesenjangamg mungkin
mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Selainj&edin atau kewenangan
yang dimiliki Walikota dalam hal ini adalah penatadan pembinaan terhadap
Pedagang Kaki Lima, maka Walikota harus memenuhiakban-kewajiban yang
telah ditentukan. Adapun kewajiban-kewajiban Wabkmenurut Pasal 7 Perda
No. 11 Tahun 2001 adalah kewajiban pembinaan yaémbina para Pedagang
Kaki Lima supaya maju dan sejahtera. Adapun Pa®arda No. 11 Tahun 2001
adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usahna d

peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Wfalikerkewajiban

memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuiluha

Ayat (2) menyatakan “Tatacara pembinaan sebagaimana dichglksia

ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oletpka Daerah®

Pasal 7 Perda No. 11 Tahun 2001 di atas menunjut&wa kewajiban
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal imd3 Pasar dan SatPol PP

Kota Pekanbaru adalah membina Pedagang Kaki Limgasecara melakukan

bimbingan dan penyuluhan supaya mereka dapat raajsejahtera.

2 pemko Pekanbar®erda No. 11 Tahun 2001, ibidh., 6.
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Selain pihak Pemerintah Kota yang memiliki kewergandan kewajiban
yang harus dilakukan, di sisi lain Pedagang Kaknd.ijjuga memiliki hal yang
sama. Namun dalam hal ini untuk Pedagang Kaki Leh#én tepatnya disebut hak
dan kewajiban Pedagang Kaki Lima.

Adapun hak dari Pedagang Kaki Lima dalam hal iraladl izin untuk
mendapatkan tempat usaha, dengan kata lain Izinpdiekdsaha sebagaimana
Pasal 4 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Dalam menjalankan usaha di Tempat aJsah
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) PeraturaalDiae harus mendapatkan
izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah”.

Namun untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha ini Redadaki Lima
tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyafsesyaratan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota, hal ini sesuagderiPasal 4 ayat (2) Perda No.
11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud ayat (1alpas
diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memguersyaratan yang telah
ditentukan”.

Kemudian tentang persyaratan mendapatkan izindiatur oleh Kepala
Daerah dan hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayae(@aMo. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (3) menyatakan “Persyaratan dan tata cara pendaftseda
pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Hasaiatur oleh Kepala

Daerah”.
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Izin yang didapat oleh Pedagang Kaki Lima terséidak boleh dipindah
tangankan kepada pihak manapun dengan cara agagunj dapat dilihat pada
Pasal 4 ayat (4) Perda No. 11 Tahun 2001.

Pasal 4 ayat (4) menyatakan “Izin sebagaimana dimaksud pada ayata&al ini
tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apappada siapapun”.

Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ini sepeirtiyang lainnya juga,
yaitu dapat dicabut kembali apabila pemegang izelanggar ketentuan yang
berlaku, Tempat Usaha tersebut tidak lagi sebagaipht Usaha pemegang izin
jika melanggar peraturan perundangan-undangan yamaku.

Hal di atas sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) PerdaINBahun 2001, yaitu:

Pasal 4 ayat (5) menyatakan “lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2

pasal ini dapat dicabut kembali apabila:

a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantlamdsaurat 1zin;

b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetap&abagai
Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;

c. Pemegang lzin melanggar ketentuan Peraturan Pergnoaangan
yang berlakd.
Namun izin yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3)aPBi@l 11 Tahun
2001 belum terealisasi di lapangan, Pedagang Kaia lielah dianggap memiliki
izin apabila dengan hanya tidak melanggar keterketentuan seperti pada Pasal

3 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001 dan Pasal 19(ayd&erda No. 5 Tahun

2002. Adapun Pasal 3 ayat (1) di atas menyatakan,

3 Pemko Pekanbar®erda No. 11 Tahun 2001, ibidh, 4.
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“Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawathadap
ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, késehiengkungan dan
keamanan di sekitar tempat usafia.”

Sedangkan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 5 Tahun t20@&hg Ketertiban
Umum menyatakan,

“Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentupuapdi tepi jalan,

jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum denggoanu untuk

menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecualkerdpat-tempat yang
diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”

Selain mendapatkan izin, hak Pedagang Kaki Limagyamnya yaitu
mendapatkan pembinaan, berupa bimbingan dan pédramulwemi untuk
kepentingan pengembangan usaha dan peningkatgalktesaan para Pedagang
Kaki Lima, dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 dyatldn (2) Perda No. 11 Tahun
2001 seperti yang telah diuraikan di atas. Untukhlgelasnya hak Pedagang
Kaki Lima di bidang pembinaan sama halnya apa yammjadi kewajiban
Pemerintah Kota terhadap Pedagang Kaki Lima.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa hak Redpd<aki Lima
adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin tempat usaha dari pihak Walikotau aPejabat yang

ditunjuk untuk itu.

4 pemko Pekanbar®erda No. 11 Tahun 2001, ibid.
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2. Mendapatkan bimbingan dari pihak Walikota atau lBajgang ditunjuk demi
untuk kemajuan usahanya.

Pedagang Kaki Lima sebagai pihak yang mendapatk&njuga tidak
terlepas dari kewajiban yang harus dijalankan dperdihi, salah satu kewajiban
Pedagang Kaki Lima itu adalah harus memenuhi peas@ yang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan Tempat Usaha, hal ini
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Perda No. 11 Tab0h eperti yang telah
diuraikan di atas yaitu pada persyaratan mendapatken Tempat Usaha
ditambah dengan kewajiban membayar biaya-biaya patab tanda izin, hal ini
sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Perda No. 11 Tdiin 2
Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Biaya pembangunan tanda izin sebagaima
dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada peadrin dengan ketentuan
setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiaf)”.

Selain kewajiban yang telah diterangkan di atassimaada juga
kewajiban lain yang harus dilakukan dan dipenulehoPedagang Kaki Lima
yaitu bertanggung jawab terhadap ketertiban, kargpkebersihan, keindahan,
kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar Tetdpaha. Hal ini sesuai

dengan Pasal 3 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2001.

5 Ppemko Pekanbar®erda No. 11 Tahun 2001, ibidh, 5.
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Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Setiap Pedagang Kaki Lima harus bggtamg
jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihangdiban, kesehatan lingkungan
dan keamanan di sekitar Tempat Usaha”.
Dari Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa kewaftgatagang Kaki Lima
adalah sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin ddrakpiWalikota yang
salah satunya menyelesaikan administrasinya demgambayar biaya-biaya.
2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapiamersghan, keindahan,
kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar Teldgadta.
Dan apabila Pedagang Kaki Lima tersebut ternydtktmemenuhi Pasal
3 ayat (1) di atas, maka Walikota berhak melakuk@myitaan terhadap barang
dagangan dan alat-alat yang digunakan yang terlelsihulu memberikan
peringatan-peringatan sesuai dengan aturan yangkbeyaitu Pasal 6 ayat (1)

Perda No. 11 Tahun 2001 seperti yang disebutkatedi

. Realisas Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan Pekanbaru

Dalam pelaksanaan penataan, pembinaan dan peneytibg dilakukan
oleh pihak Walikota atau Pejabat yang ditunjuk otakeal ini Dinas Pasar dan Sat
Pol PP berpedoman kepada Perda No. 11 Tahun 2@@h pasal 7 ayat (1)

dinyatakan “Untuk kepentingan usaha dan peningkké&sejahteraan Pedagang
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Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembiméarupa bimbingan dan
penyuluhan”.

Menurut pihak Walikota atau Pejabat yang ditunjakwy Dinas Pasar dan
Sat Pol PP yang menjadi responden penulis tidakpad@edaan yang signifkan
dalam mengeluarkan keterangan-keterangan tentangtga®, pembinaan dan
penertiban Pedagang Kaki Lima, hal ini dikarenaRémas Pasar dan Sat Pol PP
merupakan perpanjang tangan dari Walokota. Dalanwanweara berkenaan
dengan pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pemmlterhadap Pedagang
Kaki Lima guna untuk kepentingan pengembangan usddra peningkatan
kesejahteraan serta untuk memajukan kehidupaninhd@lelum maksimal jika
dibandingkan sebagaimana penyuluhan yang dilakukéuk kalangan akadimis
yaitu seperti yang diadakan dalam satu ruangamapi eecara sederhana hal itu
telah dilakukan dengan cara memberikan pengaratagapahan melalui
mikropon dengan cara berjalan-jalan di lingkungasap dengan maksud supaya
Pedagang Kaki Lima itu menyadari bagaimana aganigadagangannya teratur
dan tertib sehingga indah dipandang nfata.

Namun pada kenyataannya menurut pengamatan pdimgdakan yang
telah dilakukan oleh pihak Walikota atau aparat gyaditunjuk belum

menunjukkan yang maksimal, sebagaimana yang dkagimleh Pedagang Kaki

® Ajie Managama, Kepala Sub Dinas Ketertiban damikasan (K2) Dinas Pasar Pekanbaru,
WawancaraKantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Tanggal 22 @kta®09.
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Lima selayaknya, hal ini terlihat pada Pedagangi Kaka itu sendiri belum ada
atau sangat minim kesadaran untuk mengatur penamarang dagangannya
pada tempat yang telah ditentukan oleh petugasssésatur dengan sendirinya
tanpa diatur terlebih dahulu oleh petugas agahggrertib, teratur dan indah.

Berdasarkan pengembangan kuisoner di lapangan,rotBpe fakta
mengenai pelaksanaan penyuluhan seperti membinag&®egl Kaki Lima agar
maju usahanya oleh pihak Walikota atau Pejabat géngjuk dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabe IV

Keadaan Pelaksanaan Penyuluhan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dengan

CaraMembina Agar Lebih Maju

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
1. | Sudah pernah dilakukan penyuluhan 8 16, %

oleh pihak Pemerintah kota atau

Pejabat Yang ditunjuk
2. | Belum pernah dilakukan 42 84, %

penyuluhan oleh pihak Pemerintaln
kota atau Pejabat yang ditunjuk

Jumlah 50 100, %

Dari tabel di atas memperlihatkan keadaan bahwgaharebagian kecil
saja yaitu 8 orang (16 %) yang menjawab sudah patik@ksanakan penyuluhan
oleh pihak Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dgadagang Kaki Lima atau

responden tersebut lebih maju dan sejahtera deragarberjualan yanglebih baik
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dan profesional, sementara sebagian besar lainaja ¥2 orang (84 %)
menjawab belum pernah dilaksanakan penyuluhanbigrse

Keadaan di atas menunjukkan adanya fakta bahwa yapg telah
dilakukan oleh pihak Walikota dan perangkatnya maldal pelaksanaan
penyuluhan yang dilakukan selama ini ternyata betenunjukkan keberhasilan
seperti apa yang menjadi tujuan utamanya Yyaitu kuntoeningkatkan
kesejahteraan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Riadésuai dengan pasal 7 ayat
(1) Perda No. 11 Tahun 2001 seperti yang telatbdikan di atas.

Tabel V

Keadaan Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh dan

Atas Nama Pemerintah kota

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
1. | Sudah pernah dilakukan penataan dan 13 26 %
pembinaan sesuai aturan yang berlaku
2. | Belum pernah dilakukan penataan dan 37 74 %
pembinaan sesuai aturan yang berlaku
Jumlah 50 100 %

Dari tabel di atas memperlihatkan keadaan bahwgaharbagian kecil

saja yaitu 13 orang (26 %) yang menjawab sudahapediltakukan penataan dan

pembinaan oleh dan atas nama Pemerintah kota s#sogan aturan yang ada

agar Pedagang Kaki Lima atau responden tersebat dagualan secara baik dan

teratur sesuai tempat yang telah ditentukan, serersebagian besar lainnya

yaitu 37 orang (74 %) menjawab belum pernah dilakulpenataan dan

pembinaan oleh Pemerintah kota Pekanbaru sesugan@turan yang berlaku.
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Keadaan di atas menunjukkan adanya fakta bahwa tegeg seharusnya
dilakukan Pemerintah kota khususnya untuk menatandambina para Pedagang
Kaki Lima seperti Dinas Pasar dan Sat Pol PP, &anycenderung tidak
menunjukkan keaktifannya untuk melaksanakan tugebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Perda No. 11maB01. Terlebih lagi dilihat
dari jawaban responden Pedagang Kaki Lima tentaigkganaan penertiban
Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah kota sebagaitadned di bawah ini yaitu:

Tabe VI

Keadaan Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima
Oleh Pemerintah Kota Di Pasar

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
1 | Sudah dilakukan penertiban 50 100 %
Pedagang Kaki Lima agar tertib
dan teratur
2 | Belum dilakukan  penertiban 0 0%

Pedagang Kaki Lima agar tertib
dan teratur

Jumlah 50 100 %

Dari tabel di atas bahwa 50 orang (100 %) menjasatbah pernah
dilaksanakan penertiban oleh Pemerintah Kota teyhdkedagang Kaki Lima,
sedangkan yang menjawab belum pernah tiadak adamsatg pun.

Terlihat bahwa upaya pihak Pemerintah kota untukamp¢akan suasana
pasar yang tertib cukup besar, hal ini sesuai depgaal 2 ayat (2) Perda No. 11

Tahun 2001 menyatakan: “Walikota dalam menetapakempat usaha
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sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempertigza faktor sosial
ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan ktselserta Tata Ruang Kota
dengan Peraturan Daerah yang berlaku”.

Adapun hasil penelitian penulis setelah melakukawancara dengan
pihak Pemerintah kota atau Pejabat yang ditunjlgnddal ini pihak Sat Pol PP
(Kasubdis Tata Usaha), beliau menyatakan setiaakan yang dilakukan oleh
aparat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan cara tiga tahap.
Tahap pertama, dengan cara baik-baik (persuasif) gangan cara memberikan
pengarahan secara baik-baik dengan maksud agagdted&aki Lima itu sadar
dengan apa yang dianjurkan oleh petugas. ApabHhaptgpertama ini tidak
berhasil maka dilakukan tindakan ke dua yaitu tedepgan cara baik-baik
(persuasip) juga, namun lebih ditekankan yang fa¢rseharusan agar Pedagang
Kaki Lima tersebut merasa lebih bertanggung jawatbnkumelaksanakan saran-
saran, seruan-seruan maupun perintah-perintah ydisgmpaikan oleh
Pemerintah kota atau Pejabat yang ditunjuk. Apahit@p kedua ini juga belum
diindahkan maka dilakukan tindakan yang ke tigauyalengan cara melakukan
tindakan penertiban dan dalam tindakan penertibadapat dilakukan penyitaan
terhadap barang dagangan Pedagang Kaki Lima yaampghp tidak teratur
dalam menggelar barang dagangannya oleh piihak fiteatekota atau Pejabat

yang ditunjuk’
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Namun pernyataan dari pihak Pemerintah Kota at@abBeyang ditunjuk
dapat dibandingkan dengan data yang penulis perdbieh hasil kuisioner
terhadapPedagang Kaki Lima yaitu dalam hal bagam@ta cara mereka
menertibkan Pedagang Kaki Lima dapat dilihat pataltdi bawah ini yaitu:

Tabel VII

Tata Cara Pihak Pemerintah Kota Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
1. | Menertibkannya dengan cara bai- 23 46 %
baik sesuai aturan
2. | Menertibakan dengan cara paksa 27 54 %
atau tidak sesuai dengan aturan
Jumlah 50 100 %

Berdasarkan tabel di atas terbukti hampir berimbantara responden
yang menjawab dengan cara baik-baik yaitu 23 o(d6g%), sedangkan yang
menjawab dengan cara paksa atau tidak sesuai dafwam sebanyak 27 orang
(54 %).

Dari keterangan di atas telah menunjukkan bahwagsab memang ada
petugas yang tetap pada prosedur yang telah citemtwetapi dilain pihak ada
juga para petugas yang tidak sesuai dengan attaardangan cara paksa dalam
menertibkan Pedaganmg Kaki Lima tersebut. Menuremgpmatan penulis

setelah survei di lapangan hal ini dipicu karenayb&nya Pedagang Kaki Lima

"Yahya, Kepala Sub Dinas Tata Usa\sswancaraKantor Sat Pol PP Kota Pekanbaru,
Tanggal 28 Oktober 2009.
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yang sering berpindah-pindah tempat dan berganti-gaangnya. Jadi adanya
ketidak tahuan tentang Pedagang Kaki Lima yang bmaemempati tempat

tersebut, bahwasannya di tempat tersebut telahikhlpebeberapa kali peringatan
agar tertib dalam menggelar barang dagangannyas&s=ara kebetulan pedagang
yang baru tersebut belum mendapat peringatan okttigas dan pada hari

tersebut juga langsung diadakan penertiban olehefatah Kota atau Pejabat
yang ditunjuk, dan diantara salah satu pedagarsglet kebetulan menjadi

responden penulis. Maka dari itu pedagang terselemjawab tidak pernah ada
peringatan terlebih dahulu.

Akibat dari ketidak patuhan Pedagang Kaki Lima addp peringatan-
peringatan yang telah disampaikan oleh Pemerintata Katau Pejabat yang
ditunjuk, maka Pedagang Kaki Lima akan mendapalakan dari pihak aparat
yan bertugas pada saat itu. Hal ini sesuai dengaal® ayat (4) Perda No. 11
Tahun 2001 yang menyatakan: “Apabila dalam waktyeBam) hari Surat
Peringatan Ke tiga sebagaimana dimaksud ayat (3plPai, belum juga
dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaahatiap barang dagangan
dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutdn izin

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa teking terjadi
tindakan penertiban oleh Pemerintah Kota, dan matiapat dilihat dari hasil
kuisioner yang disebarkan penulis terhadap parporeten, dan kepadanya
dipertanyakan tentang keadaan para Pedagang Kala kang sudah pernah

menerima sanksi akibat dari ketidak tertiban mem&iam meletakkan barang
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dagangannya. Untuk mengetahui bagaimana keadaakspehan pemberian
sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang dianggag tertib dan teratur dapat
dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel VIII

Keadaan Pelaksanaan Pemberian Sanks Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang
Dianggap Tidak Tertib dan Teratur

No. Relatif Jawaban Ferkuensi Persentase
1. | Pedagang Kaki Lima sudah 43 86 %
menerima sanksi
2. | Pedagang Kaki Lima belum 7 14 %
menerima sanksi
Jumlah 50 100 %

Dari tabel di atas sebagian besar responden sdba3yarang (86 %)
memberikan jawaban memang sudah pernah menerimiesisdari pihak
Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk atak tidraturnya para Pedagang
Kaki Lima dalam melakukan atau menggelar barancanigannya. Meskipun
demikian para Pedagang Kaki Lima ada juga yang amet) belum pernah, tapi
hanya sebagian kecil yaitu 7 orang (14 %) saja yaamberikan jawban belum
pernah diberikan atau menerima sanksi dari pihakefiatah Kota atau pejabat
yang ditunjuk dalam melaksanakan penertiban.

Dari hasil penelitian penulis melalui kuisioner pRédagg Kaki Lima
seperti tabel di atas terdapat fakta semakin mekkan bahwa telah sering

dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota atausapga, namun kesadaran dari
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Pedagang Kaki Lima itu sendiri kurang maksimal sgha terjadi penertiban
secara paksa, yang penertiban secara paksa imilah satu dari sanksi yang
pernah diberikan oleh pihak Pemerintah Kota atauapya.

Adapun sanksi yang pernah berikan yang pernah ik#dmermenurut
keterangan di atas yaitu adanya penertiban pakaa, ndenurut pengamatan
penulis setelah meninjau ke lapangan bahkan adg gemgkat tempat untuk
menggelar barang dagangannya kemobil petugas @ajuga yang dihancurkan
di tempat. Hal ini senada dengan hasil wawancanaulige dengan pihak
Pemerintah Kota yaitu Dinas Pasar dan Sat Pol Rifeka mengatakan sanksi
yang pernah diberikan yaitu seperti barang atalpa¢rdagangannya diangkat
atau dimusnahkan. Adapun barang yang dimusnahla&ahadarang-barang yang
bersifat akan membusuk jika disimpan untuk seblgaing bukti.

Apabila dilihat dari sanksi yang mungkin pernahakiilkan oleh pihak
Pemerintah Kota kepada Pedagang Kaki Lima sep&dtiakan di atas belumlah
sesuai dengan sanksi yang tertera di Pasal 9 Ay&tefda No. 11 Tahun 2001
yaitu: “Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentudanmdgeraturan daerah ini
dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lanGafgream) bulan dan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Rupiah)”.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak PewadriKota atau
Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Pasar beliau ratk@n hal ini dilakukan
karena masih banyaknya pertimbangan lain yang hdillmt dan dinilai pada

diri Pedagang Kaki Lima itu sendiri dan salah sgéuradalah kondisi
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perekonomian Pedagang Kaki Lima tidaklah memunglankintuk dilakukan
sanksi seperti tertera pada Pasal 9 ayat (1) Rdodall Tahun 2001 di atas,
sehingga mengakibatkan sanksi seperti yang disabutkatas tidak layak untuk
diterapkan. Intinya Khusus Pasal 9 ayat (1) Perdabélum bisa diterapkan
secara maksimél.

Berdasarkan pengembangan kuisioner dari responaelagBng Kaki
Lima di peroleh data mengenai bagaimana penempatauali para Pedagang
Kaki Lima yang sudah ditertibkan tersebut, apakalah disediakan tempat
khusus untuk berjualan kembali atau belum oleh Pemaé Kota atau Pejabat
yang ditunjuk untuk itu. Untuk mengetahui jelasniasil kuisioner yang
dimaksud dapat dilihat pad tabel di bawah ini:

Tabel I X

Keadaan Penyediaan Tempat Khusus Untuk Para Pedagang Kaki Lima Bagi

Yang Harus Pindah Untuk berjualan Kembali

No. Relatif Jawaban Ferkuensi Persentase
1. | Sudah ada tempat khusus yang 8 16 %
disediakan
2. | Belum ada tempat khusus yang 42 84 %
disediakan
Jumlah 50 100 %

8 pjie Managama, Kepala Sub Dinas Ketertiban damikasan (K2) Dinas Pasar Pekanbaru,

WawancaraKantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Tanggal 22 @kta®09.
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besgoraen yaitu sebanyak
42 orang (84 %), memberikan jawaban tidak ada laéhwm ada tempat khusus
yang di sediakan untuk berjualan kembali oleh pilR@Emerintah Kota atau
Pejabat yang ditunjuk. Hanya sebagian kecil yaituathg (16 %) yang menjawab
sudah ada tempat khusus disediakan untuk berj4alabali.

Dari uraian tabel di atas terdapat fakta bahwagxrgsenertiban yang
dilakukan olej pihak Pemerintah Kota atau aparatmsiam menunjukkan solusi
yang baik, hal ini disebabkan solusi ataupun jdtefuar dari permasalahan
penertiban yang muncul tersebut salah satunya ladptases penempatan
kembali para Pedagang Kaki Lima agar bisa berjukéambali demi memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut pengampésmulis setelah melakukan
tinjauan ke lapangan, ada kemungkinan terdapaa tadtwa tempat khusus yang
disediakan untuk para Pedagang Kaki Lima tidakatgkau. Hal ini terbukti
dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang belum kaaempat yang telah
disediakan oleh Pemerintah Kota atau Pejabat yeumgjuak.

Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan terngitau tidaknya
para Pedagang Kaki Lima untuk menyewa tempat yafah tdisediakan oleh

pihak Pemerintah Kota dapat dilihat sebagaimanal titbawah ini:
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Tabel X

Keadaan Perekonomian Para Pedagang Kaki Lima Untuk Mengambil Atau

Menyewa Tempat K husus

No. Relatif Jawaban Ferkuensi Persentase
1. | Terjangkau tempat khusus terseput 9 18 %
bagi Pedagang Kaki Lima
2. | Tidak terjangkau tempat khusus 41 82 %
tersebut bagi Pedagang Kaki Lima
Jumlah 50 100 %

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagiasarbeesponden
Pedagang Kaki Lima yaitu 42 orang (82 %), membaerikawaban tidak
terjangkau tempat khusus yang disediakan oleh RetalerKota, sedangkan
hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 9 orang (18a¥g menjawab terjangkau.

Dari keterangan tabel di atas terdapat fakta babmpat yang disediakan
olen Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjululuitedagang Kaki Lima
ternayata tidak terjangkau oleh kondisi perekonomiRedagang Kaki Lima
tersebut, hal ini terbukti dengan banyaknya Pedadéaki Lima yang menolak
atau tidak bisa mengambil tempat yang telah dikadigersebut.

Dari keadaan Pedagang Kaki Lima tersebut, hendakdgasolusi yang
dicari jalan keluarnya. Salah satu bentuk solusseteut adalah memberikan
keringanan bagi para Pedagang Kaki Lima yang kuraampu. Namun sejauh

ini solusi tersebut belum juga maksimal, hal inbtti dari hasil angket yang
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telah penulis sebarkan kepada responden Pedagaky IKma. Untuk

mengetahui secara jelas mengenai hal ini dpatadihda tabel berikut:

Tabel XI
Keadaan Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Mampu Untuk Mengambil Atau
Menyewa Tempat
No. Relatif Jawaban Ferkuensi Persentase
1. | Diberi keringanan bagi Pedagang 15 30 %
Kaki Lima yang kurang mampu
untuk mengambil tempat tersebut
2. | Dibiarkan saja bagi Pedagang Kaki 35 70 %
Lima yang kurang mampu tanpa
ada solusi
Jumlah 50 100 %

Berdasarakan tabel di atas ternyata sebagian besaonden Pedagang
Kaki Lima yaitu sebanyak 35 orang (70 %) menjawdladkan saja tanpa ada
solusi lain dari pihak Pemerintah Kota atau Pejataatg ditunjuk, sedangkan
sebagian kecil yaitu 15 orang (30 %) yang menjadiakrikan keringanan bagi

Pedagang Kaki Lima yang kurang mampu.

Tinjauan Figh Syasah Terhadap Realisas Perda No. 11 Tahun 2001
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan
Pekanbaru

Pasar Senapelan merupakan salah satu pasar yard) Bé&anbaru di

dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Pekanbaru. @ebeana yang telah di
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bahas pada pembahasan terdahulu, Pemerintah Kd&@ndzeu mempunyai
kebijakan dalam menata dan membina Pedagang Kaia iaitu Perda No. 11
Tahun 2001. Perda No. 11 Tahun 2001 tersebut menoggn berbagai

kemashlahatan bagi para Pedagang Kaki Lima dan kmgi Pekanbaru. Akan
tetapi terdapat berbagai hambatan pada pelaksaygadn antaranya adalah
ketidakmampuan Pedagang Kaki Lima untuk mengikwts@dur yang terdapat di
dalam Perda ini. Di sisi lain berdasarkan Perdsetart pihak pemerintah juga
tidak melaksanakan kewajibannya dalam penataape&@abinaan Pedagang Kaki
Lima di Pasar Senapelan.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islakendl dengan
“siyasah” apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaintikemukakan oleh
Ibnu al-Qayyim dari lbnu ‘Agil disefinisikan sebagasiyasat” adalah setiap
langkah perbuatan yang membawa manusia kepada lkévaas dan terhindar
dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkandga Allah tidak
mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikaneghagai pengelolaan
masalah umum bagi negara Islam yang menjamin isasalya kemaslahatan
dengan tidak melanggar ketentuan syari'at yang umvang dimaksud masalah-
masalah umum bagi negara adalah urusan yang méw@erjpengaturan baik

mengenai perundang-undangan, urusan harta bendabeptkan hukum,
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peradilan, kebijaksanaan pelaksanaan urusan blkndaaupun luar negeri dan
sebagainya

Islam telah meletakkan seperangkat tata nilai etiag dapat dijadikan
sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkahnakuwsia dalam kehidupan
dan pergaulan dengan sesamanya. Prinsip terselaldhagbrinsip Tauhid,
Sunnatullah dan persamaan sesama manusia. Ped@san tdrsebut menjadi
pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip negara Isti@am melayani, melindungi
dan mengayomi masyarakat, yaitu prinsip persaudarggersamaan dan
kebebasan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi laada bagi pengelolaan
pemerintahan Islam pada masa-masa ‘dwal

Pemerintah kota merupakan tingkat pemerintahan raeggang
mempunyai kekuasaan umum di tingkat kota. Dan nakap miniatur
Pemerintah negara, hanya saja kedudukannya memry&aghi kalau dilihat dari
sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umdamun, dari pandangan
kinerjanya pemerintahannya lebih khusus karena dsdannya terbatas pada
wilayah kota saja. Dilihat dari sisi kepentingannkekuasaan ini dipandang dari
bagaimana adanya sebuah pengakuan resmi, yaitdumetmilu dan adanya
pelantikan langsung oleh tingkat yang tinggi daaki mempunyai hak istimewa

yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak meyapuhak prerogatif

° Suyuthi PuluinganFigh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikira@akarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-4, h. 88.

19 Musdah Mulia,Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Hayk&lJakarta: Paramidana,
2001), Cet. Ke-1, h. 203.
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tertentu dalam pengurusan daerahnya. Kepala beifiggpagai Imam dalam
kekuasaan kepemimpinan umum, begitu juga dengasteksinya™.

Dalam Figh siyasah, sebagaimana yang telah dibesietk Rasulullah
Saw yaitu membentuk institusi dan administratif ibatelayani masyarakat
dalambanyak hal, karena hal ini terkait dengangglitbluhammad Saw sebagai
seorang Rasul dan sekaligus seorang kepala rfégara

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintatiala
memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan awdjni misalnya
menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dagainekan kepada yang
berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusulzn lain sebaginya.
Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satara yaitu pejabat
pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencdapehagian yang
hakiki untuk akhirat nanti.

Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyajaglatdilaksanakan
dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak adagoyang saling terganggu dan
masing-masing orang akan merasakan keamanan dikel@arganya, hartanya
bahkan agamanya sekaligtin

Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 oleh PemekwtazhPekanbaru

dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki lbbelam mampu

57.

™ Jmam KhamainiSistem Pemerintahan Islarfdakarta: Pustaka Zahra, 2002), Cet. Ke-1, h.

12 Dhilahuddin RaisTeori Politik Islam,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-2, h.

178.

13 M. Yusuf Musa,Politik dan Negara Islam Dalam IslartSurabaya: Al-lIkhlas, 1992), Cet.

Ke-2, h. 174.
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memberikan pelayanan yang baik bagi para Pedagakglina. Diantara tugas
dan kewajiban pemerintah adalah melayani dan memseakan masyarakat.
Khususnya di Pasar Senapelan, pemerintah kota dedami pejabat yang terkait
tidak memberikan pelayanan yang baik dan tidak kselaakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut hadits Rasulullah saw. menyetoutka
w8y 5 Jger oISy £y SISV 1B &l ) Lo ) e ee ) e
oy s Jal o gl oy ansly oo g sy gl U e iV
& dally Jegie Aien 29 olley Leday e Jo ds) gL o Jens

) 58 D o SIS ¢y WIS VT e S5 589 0l JUe e

Artinya:"Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. Bahwaliha bersabda: Ketahuilah!
Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masingfigalsamu akan
dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang @ipimSeorang
kepala negara yang memimpin rakyat adalah pemingan, ia akan
dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimgni®eorang suami
adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akamintii
pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan seorangjigga pemimpin
bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akamntai
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. 8Sgotadak juga
pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimirggiapggungjawaban
terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masingingagamu adalah
pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pggangjawaban
atas apa yang dipimpinnya.

4 Jmam al-Hafidh Abi Husain Muslim Bin al-Hajaj alt®yairi an-NasaburShahih Muslim,
(Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), T63.



74

Sedangkan menurut Islam, pemerintah merupakanaglaglindung dan
pengayom bagi masyarakat serta dituntut bersikag dan lembut dalam
melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.g8mbana firman Allah

dalam surat Ali ‘Imran ayat: 159 yaitu:

©_o ~« <

J—S WYVM‘M&M"Sj%V‘é“‘JM‘J&)@
Sl/ fj‘“ LSI;:)@:}A:; éﬁ;}a ‘3\;9 J,Agy ) vﬁ) v—éj o;?io‘j o &%~ :,Q_OQL;

(o805 Uy A £ 4

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah kamu berlaku km lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berlasiark tentulah
mereka menjauhakan dari sekitarmu. Karena itu namtdk mereka
dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermasghlah
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabitgkaen telah
membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada All@suigyguhnya
Allah mencintai orang yang bertawakkal”

Selanjutnya Allah berfiman dalam al-Qur'an tentamagggung jawab

pemerintah yaitu:
2SE o S G R8s 15 Wl Q1 o Yadg &

Sias e OTA O & asdans s &1 O

!

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikanaaat kepada
yang berhak menerimanya, dam apabila kamu menetapka

15 Departemen Agama Ré&l-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Dipame@006),
h. 71.
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hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendemgdra
melihat™®

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamatzem ketertiban
bagi masyarakat atau para Pedagang Kaki Lima dedanjalankan segala aspek
kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahi@mcegah terjadinya
perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Di pfasaapelan sendiri, sistim atau
bentuk penataan dan pembinaan hanya bersifat lgioisdi saja, karena hanya
dalam keadaan tertentu penataan dan pembinaarpda@gPedagang Kaki Lima
dilakukan oleh pemerintah kota atau aparat yanmjik.

Sedangkan dalam Figh Siyasah, tugas yang terpedarnigPemerintah
dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan tatlaen dalam masyarakat
secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisioBiddang keamanan dan
ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembéaiavan Hisbafi” (ketertiban umum).
Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat diamesimpulan bahwa sistim
penataan dan pembinaan juga ketertiban belum sepgauerwujud di Pasar
Senapelan Pekanbaru dan masih perlu banyak perhatia

Pasar Senapelan merupakan salah satu pasar yaulj Relkanbaru, dan

di sanalah para Pedagang Kaki Lima mencari nafkéihkikehidupannya sehari-

hari dan demi kemaslahatan masa depan anak-anakan&uatu pemerintahan

16 H
Ibid.
Y Nur Mufid, A. Nur Fuad,Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-MawardiSurabaya:

Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-1, h. 125.



76

yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk ngenj@emaslahatan hidup
masyarakat yang termasuk di dalamnya Pedagang Kala, hal ini sejalan

dengan salah satu prinsip dan sumber hukm Islat M&islahah Mursalah

ideallly by s )l s a1 s

Artinya: “Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyg itu harus

dihubungkan dengan kemaslahatdn”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Petabri Kota
mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan fiakgdan yang bathil,
serta istigomah dalam melaksanakan segala perinddlah. Dengan
dilaksanakannya penataan dan pembinaan oleh Peaferiota yang sesuai
dengan Perda No. 11 Tahun 2001, maka akan terwapadyang di misikan
Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kotg yantib, bersih dan indah.
Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telaltaikan di atas maka
pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 belum sesungamesyari'at hukum

Islam, yakni Figh Siyasah.

18 Imam Musbikin,Qawa’id al-Fighiyah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-1,
h. 124.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukapat disimpulkan
bahwa realisasi Perda No. 11 Tahun 2001 yang ditedsan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian penulis mengenai ketentusstagadng Kaki Lima
menurut Perda No. 11 Tahun 2001 yaitu Pedagang Kaka berhak
mendaptakan tempat usaha dan berhak mendapatkédmban penyuluhan
dan pembinaan yang telah diatur oleh Pemerintala Ketta tunduk dan taat
kepada ketentuan yang berlaku. Akan tetapi memengamatan yang telah
penulis lakukan, penulis mendapati Pedagang Kakalitu masih tidak mau
tunduk terhadap ketentuan yang berlaku, hal inbuler ketika dimana
Pedagang Kaki Lima telah diatur untuk menempatipegnkhusus, mereka
menolaknya dan tetap membuka usaha di tempat yalagardy oleh
Pemerintah yang menimbulkan ketidaktertiban dand&kbhyamanan kota
dikarenakan tempat usaha yang ditetapkan oleh Reatetidak terjangkau
oleh perekonomian Pedagang Kaki Lima tersebut.

2. Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebpghigas pelaksanaan
penataan dan pembinaan juga penertiban Pedagand.ikek berkewajiban
memberikan penataan dan pembinaan kepada Pedag&nbiia, mengenai

pembinaan ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yauaiuk kepentingan
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pengembangan usaha dan peningkatan kesejahterdagaRg Kaki Lima
Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupabingan dan
penyuluhan”. Namun pada pelaksanaan atau realygadinapangan penulis
melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana debgdn Pedagang Kaki Lima
tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang lggamg dapat
memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Pada dasarnya Pelaksanaan penataan dan pembingan p@nertiban
Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota atau Pejabay ditunjuk dalam
hal ini Dinas Pasar dan Sat Pol PP pada dasarriy# cefektif, meskipun
demikian masih ada kekurangan dalam hal prosespatesedurnya. Hal ini
dikarenakan kurangnya kesadaran dari Pedagangli&aki untuk mematuhi
seruan-seruan, perintah-perintah maupun aturaaratyang disampaikan
oleh petugas dan tidak tetapnya para Pedagangliaki yang berjualan di
lokasi pasar sehinggga petugas sulit untuk mengatan

. Berdasarkan tinjauan Figh Siyasah dimana Pemerirtterkewajiban
memberikan pengayoman yang baik kepada masyarédaaedakan mereka
adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggyagab atas orang-
orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Perdalliolahun 2001 oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengantkatesyari’at hukum

Islam khususnya figh Siyasah.
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B. SARAN
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penatienyarankan kepada
pihak-pihak yang terkait dalam hal menata dan meanBledagang Kaki Lima

sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota dalam hal ini Walikotdakeanakan pasal 4
khususnya ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2001 terpangyaratan dan tata
cara pengurusan izin tempat usaha Pedagang Kald dindalam keputusan
Kepala Daerah agar memiliki bukti bahwa dia (Pedgg&aki Lima ) adalah
pemilik tempat tersebut.

2. dalam hal penataan dan pembinaan juga penertibdagReg Kaki Lima,
Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk hendakmgmperhatikan Pasal
7 ayat (1) tentang pembinaan Perda No. 11 Tahud,28€dangkan bagi
Pedagang Kaki Lima yang tidak tetap penulis memaa agar melakukan
penataan ulang tempat usaha, melakukan pendatdagde Kaki Lima oleh
Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk dan Pagiagang Kaki Lima
yang tidak terdaftar harus ditindak secepatnyasedlakukan operasi secara

rutin.
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LAMPIRAN |
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kebijakan Dinas pasar terhadap Pedagaid Kha?

2. Bagaimana menata pada tahap pertama kepada Ped&gangma?

3. Bagaimana reaksi Pedagang Kaki Lima?

4. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Pemerinatalalatdu Pejabat yang
ditunjuk telah sesuai dengan Perda No. 11 Tahut?200

5. Apakah pihak Pemerintah Kota telah melakukan Peaalnirfpenyuluhan)
kepada Pedagang Kaki Lima untuk memajukan usahanya?

6. Bentuk penyuluhan seperti apa yang telah dilakuitain inak Pemerintah

Kota atau Pejabat yang ditunjuk?



LAMPIRAN 11

ANGKET PENELITIAN
(Untuk Pedagang Kaki Lima)

Petunjuk Pengisian:

1.

Angket ini di buat untuk kepentingan ilmiah, tidakan mempengaruhi
kedudukan saudara di dalam masyarakat atau di peaten.

Jawablah pertanyaan yang di ajukan sesuai denggatiean yang saudara
alami dengan memberikan tanda silang ( X ) padehssdtu pilihan yang
saudara anggap benar.

Atas kesediaan Saudara mengisi dan mengembalilgketaini kami ucapkan
terimakasih.

Apakah Pihak Pemerintah Kota telah melaksanakayubgman dan
pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima?

a. Ya

b. Tidak
Apakah Pemerintah Kota telah melaksanakan PendtaaRembinaan
kepada Pedagang Kaki Lima telah sesuai dengamataray berlaku?

a. Ya

b. Tidak
Apakah Pihak Pemerintah Kota sudah pernah melakaangenertiban
terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan?

a. Ya

b. Tidak
Apakah Pihak Pemerintah Kota Melaksanakan Penarkbpada Pedagang
kaki Lima telah sesuai dengan aturan yang berlaku?

a. Ya

b. Tidak



. Apakah Pihak Pemerintah Kota atau pejabat yangjdititelah memberikan
sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang diangdag tertib dan tidak
teratur?

a. Ya

b. Tidak
. Apakah Pihak Pemerintah Kota atau pejabat yangjdititelah menyediakan
tempat khusus untuk berjualan kembali bagi parafamty Kaki Lima yang
harus pindah?

a. Ya

b. Tidak
. Apakah tempat khusus yang telah disediakan oletefetah Kota
terjangkau oleh perekonomian para Pedagang Kaka uimiuk mengambil
atau menyewa tempat tempat tersebut?

a. Ya

b. Tidak
. Apakah sikap Pemerintah Kota terhadap Pedagangliak yang tidak
mampu untuk mengambil atau menyewa tempat yanly tidadiakan
tersebut?

a. Diberi keringanan bagi Pedagang Kaki Lima yang kgnaampu.

b. Dibiarkan saja tanpa ada solusi lain.
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